
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Responden penelitian ini adalah para subjek hukum yang terkait dengan

koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan

penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Kota Bandar

Lampung, yang berjumlah lima orang, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Nama : Abdul Haris

Jenis Kelamin : Laki-Laki

NRP : 64100403

Pangkat : Komisaris Polisi

Jabatan : Kepala Bidang Pemberantasan

Unit Kerja : Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

2. Nama : Asnawi, S.E.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

NIP : 1969102319861006

Pangkat : Penata Tingkat I/IIID

Jabatan : Kepala Seksi Peran Serta Bid.Pemberdayaan Masyarakat

Unit Kerja : Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
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3. Nama : Drs. Rusfian Effendy

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pangkat : Pembina Utama Madya

Golongan : IVa

Jabatan : Kepala Subbidang Promotif dan Preventif

Unit Kerja : Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

4. Nama : Soenanto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pangkat : AIPDA

Jabatan : Kasubnit II Reserse Narkoba

Unit Kerja : Polresta Lampung

5. Nama : Supardi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pangkat : Briptu

Jabatan : Bamin Reserse Narkoba

Satuan : Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

B. Koordinasi Antara Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi
Lampung dan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Narkotika di Kota Bandar Lampung

Menurut Inu Kencana (2001: 22), koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan

dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan
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hukum di daerah merupakan usaha mengadakan kerjasama yang erat dan efektif

antara dinas-dinas sipil di daerah dengan aparat penegak hukum. Menurut Inu

Kencana (2001: 24), pelaksaaan koordinasi dapat dilakukan sesuai dengan lingkup

dan arah sebagai berikut:

a) Koordinasi dan Kerjasama Menurut Lingkupnya

Koordinasi dan kerjasama menurut lingkupnya terdiri dari internal dan

ekternal. Internal adalah koordinasi antarpejabat atau antar unit dalam suatu

organisasi dan eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari bagian organisasi

atau antar organisasi.

b) Koordinasi dan Kerjasama Menurut Arahnya

Koordinasi dan kerjasama menurut arahnya terdiri dari horizontal dan vertikal.

Horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai

tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan agar pejabat dari

organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang setingkat.Vertikal

yaitu koordinasi antara pejabat- pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh

pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsug, juga cabang-cabang suatu

organisasi oleh organisasi induknya.

Peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan (Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika). Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual

narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika
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dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan

bahwa pemberlakuan undang-undang tentang narkotika bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari

penyalahgunaan Narkotika;

c. Memberantas tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna

dan pecandu Narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang

pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan

apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang

ketat dan saksama. Dewasa ini tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional

yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi

canggih, didukungoleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak

menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan

narkotika, salah satunya dengan membentuk Badan Narkotika Nasional di tingkat

Pusat dan BNN Provinsi di tingkat daerah provinsi.
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Menurut penjelasan Soenanto pada hari Selasa 7 Agustus 2012, diketahui bahwa

dalam praktiknya di lapangan menunjukkan tindak pidana tindak pidana narkotika

pada umumnya tidak dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan

banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang

terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat

rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh BNN Provinsi

Lampung berkoordinasi dengan dengan Pihak Kepolisian untuk mencegah adanya

kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif

dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan

generasi muda pada umumnya. Koordinasi tersebut dilakukan dalam proses

penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Haris pada hari Kamis 9 Agustus

2012, maka diketahui bahwa dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika

maka penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melaksanakan

penyidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas menunjukkan adanya

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang penyidik dalam pengungkapan kasus

atau tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Peranan dalam kaitannya
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dengan kewenangan menunjukkan adanya kemampuan seseorang dalam

melakukan suatu tindakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan menunjukkan adanya hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah

orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak

pidana narkotika (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika). Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika,

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis

dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya (Pasal 84

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas maka diketahui bahwa penyidik

Kepolisian dan penyidik BNN melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama

yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya

mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Hal ini disebabkan karena peredaran

dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks,

sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan

melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor dari pihak-pihak yang berwajib

serta membutuhkan adanya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara

berkesinambungan dan konsisten agar penyalahgunaan narkotika tidak semakin

luas dan membesar serta berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan

bernegara.
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Menurut penjelasan Soenanto pada hari Selasa 7 Agustus 2012, diketahui bahwa

sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, maka dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan

narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu

berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa dalam upaya melakukan penyidikan

terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, penyidik kepolisian juga

melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Hubungan

dan koordinasi yang terlaksana dengan baik antara Penyidik Kepolisian dengan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini tentunya akan memperlancar kinerja kepolisian

dalam hal mengungkap kasus tindak pidana narkotika.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa: (a) Informasi yang

diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat

optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) data rekaman atau informasi yang

dapat dilihat, dibaca,dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau

tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa

pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada: 1) tulisan, suara, dan/atau gambar; 2) Peta, rancangan,

foto atau sejenisnya; atau 3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi
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yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau

memahaminya.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa peranan penyidik dalam

mengungkap kasus tindak pidana narkotika adalah dengan mengumpulkan

berbagai alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP. Alat bukti

dalam kasus tindak pidana narkotika ini sangat beragam mengingat tindak pidana

tindak pidana narkotika dewasa ini dilakukan dengan berbagai perangkat

teknologi yang semakin canggih.

Sesuai dengan Pasal 184 KUHAPtersebut maka dapat dianalisis mengenai alat

bukti tersebut, yaitu  sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh

Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana

(Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi.

Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 168 KUHAP yaitu:

1) Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah

sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.

2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara

ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena

perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama

sebagai terdakwa.
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b. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk

memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli

dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

c. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan

suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat

umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang

keterangannya itu

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta

secara resmi dari padanya

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari

alat pembuktian yang lain.
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d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau

keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain,

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu

tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk

juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan

pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh

hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat

dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian,

atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang

lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2),

Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan

terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah

apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang

dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan

terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu

berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak

dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat

bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan

terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya
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sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang

tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami

sendiri.

Selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

menyatakan:

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang

melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga

narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan

prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara

penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

(a) nama, jenis, sifat, dan jumlah; (b). keterangan mengenai tempat, jam, hari,

tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; (c) keterangan mengenai

pemilik atau yang menguasai narkotika dan Prekursor Narkotika; dan (d).

tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberitahukan

penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam

waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan

penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri

setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan peranan penyidik kepolisian lainnya yaitu

melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan

dilakukan serta wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada

kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua
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puluh empat). Hal ini menunjukkan bahwa penyidik kepolisian melakukan

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.

Langkah penyidikan selanjutnya diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor

35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN,

dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan

narkotika dan prekursor narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di

laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga

kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan

pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan adanya prosedur pembuktian ilmiah melalui

uji laboratorium dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Hal ini

menunjukkan bahwa penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada

dugaan, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk

membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-

pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila
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telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah

melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Supardi, pada hari Selasa 4 September 201, diketahui bahwa

upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan

mencegah serta memberantas tindak pidana narkotika, dalam Undang-Undang ini

diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan

zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan

Narkotika. Sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk

pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak

pidana narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk

pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara

seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan

mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Kewenangan penyidik sebagaimana diatur oleh Pasal 6 Ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik

mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka.

d. Melakukan penagkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
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f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorag.

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara.

i. Mengadakan penghentian penyidikan.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang penyidik

adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum

acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Pasal 15 Ayat

(1), wewenang penyidik adalah:

a. Menerima laporan atau pengaduan.

b. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.

c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

d. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Haris pada hari Kamis 9 Agustus

2012, dalam melaksanakan peranannya sebagai penyidik, anggota kepolisian

memiliki kewenangan yang disebut dengan diskresi, yaitu tindakan yang

dibenarkan oleh undang-undang sesuai dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 yang

menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya

kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum.
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Pasal 18 menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak

menurut penilaiannya sendiri (Ayat 1). Melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Ayat 1, hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ayat2).

Menurut penjelasan Supardi, pada hari Selasa 7 Agustus 2012, diketahui bahwa

bertindak menurut penilaiannya sendiri yang dimaksud adalah suatu tindakan

yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus

mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk

kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskresi

kepolisian. Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana

sangat penting karena perundang-undangan memberikan kekuasaan pada

pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Soenanto, pada hari Selasa 7 Agustus 2012,

diketahui bahwa proses penyidikan yang ditempuh terdapat pada Pasal 109

KUHAP, yaitu hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa

yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut

umum, maka dengan telah dimulainya penyidikan tindak pidana, penyidik

berkewajiban memberitahukan kepada Kejaksaan dan dengan adanya

pemberitahuan tersebut maka ditunjuklah jaksa penuntut umum oleh Kepala

Kejaksaan Negeri agar perkembangan dan penyelidikan tersebut dapat diikuti.
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Proses selanjutnya adalah setelah lengkap dan memenuhi persyaratan maka semua

tindakan yang telah dilakukan maka penyidik menuangkannya ke dalam berita

acara secara tertulis untuk selanjutnya dibuat dalam 1 bendel kertas yang

bersampul berkas perkara lengkap dengan daftar isi, daftar saksi, daftar tersangka

dan daftar barang bukti. Setelah berkas perkara tersebut diterima oleh kejaksaan,

maka penelitian dan pemeriksaan segera dilakukan oleh kejaksaan melalui

penuntut umum. Dalam waktu maksimal 7 hari setelah berkas perkara diserahkan

oleh penyidik, maka penuntut umum wajib memberitahukan apakah hasil

penyidikan telah lengkap atau belum, apabila dinyatakan belum lengkap maka

segera mengembalikannya dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi dan

penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dan dalam waktu 14 hari

setelah penerimaan wajib menyampaikan kembali berkas tersebut kepada

penuntut umum [KUHAP Pasal 110 Ayat (2), (3) dan Pasal 138 Ayat (2)].

Berita acara harus memenuhi kelengkapan formil yaitu kelengkapan yang

diisyaratkan oleh KUHAP pada Pasal 121 bahwa BAP harus memuat antara lain

tanggal perbuatan; tindak pidana yang dipersangkakan; dengan menyebut waktu,

tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan; nama dan tempat dari

tersangka dan/atau saksi; keterangan tersangka dan/atau keterangan saksi; sesuatu

yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pada tahapan

selanjutnya dan juga kelengkapan materiil yang disyaratkan oleh undang-undang

lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
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Sesuai dengan penjelasan Asnawi pada hari Kamis 9 Agustus 2012, maka

diketahui bahwa selain melaksanakan penyidikan, BNN Provinsi Lampung juga

melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan, Tindak pidana

narkotika(P4GN) untuk terwujudnya masyarakat lampung bebas dari

penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika, psikotropika dan bahan adiktif

lainnya atau mewujudkan kondisi Drugs Zero Tolerance (Toleransi nol untuk

Narkotika). Program P4GN memiliki misi sebagai berikut:

a. Menentukan kebijakan Daerah dalam membangun komitmen bersama

memerangi penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika, dengan tetap

memperhatikan dan tidak bertentangan dengan kebijakan Nasional;

b. Melakukan upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien serta

Meningkatkan penegakan hukum dibidang narkotika secara tegas dan tuntas;

c. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam penyusunan data base yang

akurat sehingga tercipta sistem informatika yang sesuai dengan perkembangan

teknologi;

d. Meningkatkan peran serta BNN Provinsi melalui kerjasama regional dan

sektoral yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

e. Menciptakan SDM profesional siap pakai yang memiliki kompetensi di

bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan tindak

pidana narkotika;

Salah satu wujud program pendidikan masyarakat yang dilakukan BNN Provinsi

Lampung adalah melakukan penyuluhan perundang-undangan tindak pidana

narkotika bagi pelajar dan mahasiswa se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini sebagai

upaya dalam melakukan Program P4GN di Lampung. Melalui kegiatan itu, para
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pelajar dan mahasiswa dapat memahami dampak buruk yang ditimbulkan

narkotika serta dapat membentuk insan pembangunan yang produktif bebas dari

narkotika baik individu, keluarga maupun masyarakat. Melalui penyuluhan ini,

para remaja dapat lebih berperan aktif untuk menanggulangi penyalahgunaan dan

peredaran narkotika. Para pelajar yang ikut serta dalam penyuluhan ini pun dapat

menyampaikan seluruh materi penyuluhan yang didapatkan kepada orang lain.

Program P4GN dilaksanakan secara terpadu, mengingat tindak pidana

narkotikadapat menimbulkan dampak yang sangat luas, yaitu:

a) Kelembagaan, dilakukan dengan peningkatan dan penguatan kapasitas

kelembagaan BNN Provinsi Lampung, Satgas narkotika dan unit kerja P4GN

lainnya sehingga lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab.

b) Peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui pelatihan dan pendidikan, baik

bagi personil BNN Provinsi, aparat pemerintah, maupun masyarakat

c) Pencegahan, dilakukan secara komprehenasif dan multi dimensional,

melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.

d) Sosialisasi, dilakukan untuk menghilangkan stigma atau pandangan bahwa

tindak pidana narkotikabukan hanya masalah pemerintah semata, tetapi

merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama, dan untuk

menghilangkan pandangan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah aib

keluarga, tetapi dijadikan sebagai musibah nasional.

e) Koordinasi, diperlukan upaya terpadu dari semua pihak, pemerintah dan non

pemerintah, perlu memiliki komitmen yang sama, serta melakukan upaya

secara konsisten dan sungguh-sungguh.
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f) Peran Serta Masyarakat, dilakukan dengan membangun upaya pencegahan

berbasis masyarakat, dengan menggugah dan mendorong kesadaran,

kepedulian dan keaktifan masyarakat.

g) Penegakan Hukum, dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh

sesuai ketentuan yang berlaku, dan mendorong penerapan hukum maksimal

bagi produsen dan pengedar gelap narkotika, serta kewajiban untuk menjalani

terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah bagi penyalahguna

narkotika.

h) Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi, dengan memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan terapi

dan rehabilitasi sesuai dengan standarisasi pelayanan yang telah ditentukan.

i) Komunikasi, Informasi dan Edukasi, pemanfaatan media massa, baik

elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat

komunikasi, dalam memberikan akses informasi dari dan kepada masyarakat

secara luas.

j) Pengawasan dan Pengendalian, meningkatkan dan memperketat pengawasan

dan pengendalian terhadap narkotika dan prekursor legal untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan ke pasaran gelap.

Peluang untuk melaksanakan Program P4GN adalah adanya kinerja organisasi

dan tata kerja BNN Pusat, BNN Provinsi, dan BNNN Kabupaten/Kota yang

berkaitan dengan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangannya, termasuk

bantuan sumber pendanaan dari APBN. Selain itu dukungan dan kerjasama lintas

bidang dan sektor dalam jajaran pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota

serta meningkatnya peran serta masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat
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(LSM), organisasi profesi, dan swasta terhadap pelaksanaan pengawasan,

pengendalian ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

narkotika. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah bersama seluruh

komponen bangsa dalam pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan

narkotika yang semakin terarah dan sistimatis.

Menurut keterangan Rusfian Effendy pada hari Jumat 10 Agustus 2012, maka

diketahui bahwa Program P4GN diformulasikan dalam lima pola yaitu:

a) Promotif

Pola promotif atau pola pembinaan. Pola ini ditunjukkan kepada masyarakat

yang belum memakai narkoba atau bahkan belum mengenal narkoba.

Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok

ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir memperoleh

kebahagian semu dengan memakai narkoba.

Pola promotif ini telah dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan atau

sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika

dan obat-obatan terlarang lainnya. Pada tahun 2011 BNN Provinsi Lampung

telah melakukan sosialisasi sebanyak 22 kali dengan cara turun langsung

kepada masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan berkoordinasi

dengan Dinas Kesehatan, Kepolisian, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat.

b) Preventif

Pola preventif atau pola pencegahan. Pola ini ditujukan kepada masyarakat

sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba

sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh
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pemerintah (instansi terkait) pola ini juga sangat efektif jika dibantu oleh

instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional, lembaga swadaya

masyarakat, perkumpulan, organisasi massa dan lain-lain.

Pola preventif ini telah dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi kepada

para pelajar dan mahasiswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan

obat-obatan terlarang lainnya. Pada tahun 2011 BNN Provinsi Lampung telah

melakukan sosialisasi sebanyak 34 kali dengan cara mengunjungi sekolah-

sekolah dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

c) Kuratif

Pola kuratif atau pengobatan ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya

adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat

dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Pola

kuratif ini telah dilaksanakan dengan pengobatan medis bagi para pecandu

narkotika (bukan pengedar) agar mereka dapat terlepas dari ketergantungan

narkoba dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pada tahun 2011 BNN

Provinsi Lampung merekomendasikan 27 pecandu narkotika untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

d) Rehabilitatif

Pola rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang

ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani pola kuratif.

Tujuannya agar ia tidak memakai narkoba lagi dan bebas dari penyakit yang

disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.
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Pola rehabilitatif ini telah dilaksanakan dengan melaksanakan rehabilitasi

medis dan rehabilitasi psikologis bagi para pecandu narkotika agar mereka

dapat terlepas dari ketergantungan narkotika. Pada tahun 2011 BNN Provinsi

Lampung merekomendasikan 14 pecandu narkotika untuk mendapatkan

bantuan rehabilitasi dari BNN Pusat.

e) Represif

Pola represif adalah pola penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar,

dan pemakai berdasarkan hukum. Pola ini merupakan instansi pemerintah

yang mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat

yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, pola

represif juga berupa penindakan yang dilakukan terhadap pemakai sebagai

pelanggar undang-undang tentang narkoba.

Berbagai upaya tersebut dilaksanakan mengingat perubahan dinamika masyarakat

yang begitu cepat, menuntut pelaksanaan pemerintahan yang baik dan dapat

memberikan pelayanan prima dari aparatur BNN Provinsi Lampung. BNN

Provinsi Lampung dituntut lebih berperan aktif dalam Program P4GN secara

berdaya guna dan berhasil guna. BNN Provinsi Lampung berusaha maksimal

dalam masyarakat Lampung bebas dari penyalahgunaan dan tindak pidana

narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya”. Visi ini merupakan komitmen

pemerintah Provinsi Lampung sebagai upaya mewujudkan kondisi drugs zero

tolerance (toleransi nol untuk narkotika).
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Tujuan pelaksanaan Program P4GN adalah sebagai berikut:

a) Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan

masyarakat untuk memerangi narkotika.

b) Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.

c) Terwujudnya kondisi penegakan hukum dibidang narkotika sesuai dengan

supremasi hukum.

d) Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan

rehabilitasi penyalahguna narkotika.

e) Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan tindak pidana

narkotika.

f) Beroperasinya Satuan-satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis

situasi.

g) Terjalinnya kerjasama regional dan sektoral yang efektif yang dapat

memberikan bantuan solusi penanganan narkotika di Provinsi Lampung.

Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok narkotika sehingga terjalin

hubungan antara pengedar atau bandar dan korban sehingga tercipta pasar gelap.

Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, akan sulit untuk memutus mata rantai

peredarannya. Masyarakat yang rawan narkotika tidak memiliki daya tahan,

sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian,

karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningka; belum lagi

sarana dan prasarana yang harus disediakan, disamping itu rusaknya generasi

penerus bangsa.
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Sasaran pelaksanaan Program P4GN adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan/pendidikan masyarakat umum

tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika;

b) Terwujudnya masyarakat berbasis IPTEK sehingga penyampaian data dan

informasi tentang Program P4GN;

c) Terwujudnya sistem kelembagaan yang efisien, efektif, sehingga lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab;

d) Menegakkan Supremasi Hukum dalam upaya menekan Penyalahgunaan dan

Tindak pidana narkotika.

Sasaran program P4GN di atas menunjukkan bahwa BNN Provinsi Lampung

memiliki komitmen yang kuat dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan

narkotika, bahkan sampai dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku

pengedar dan penyalahgunaan narkotika.

Peraturan khusus di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

mengatur masalah koordinasi ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010

Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Pegawai

Negeri Sipil. Dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 disebutkan

bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan.  Dalam hal melaksanakan kewenangannya

penyidik bertugas melakukan koordinasi, pengawasan  dan pembinaan penyidikan

yang dilakukan oleh PPNS.
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Peraturan di dalam organisasi BNN terkait dengan kerjasama dan koordinasi

dengan kepolisian ini adalah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:

PER/03/V/10/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

Menurut peraturan ini disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya di bidang pencegahan, pemberantasan, tindak pidana narkotika, BNN

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia. BNN di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki satu bidang

khusus yang bernama Bidang Pemberantasan, yang berfungsi:

1. Pelaksaanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah kerjanya

2. Pelaksanaan Penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka

pemutusan jaringan kejahatan teroorganisasi penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika Psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali

bahan adiktif untuk tembakau dan  alkohol  dalam wilayah kerjanya.

3. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan  aset  dalam wilayah

kerjanya

4. Pelaksanaan bimbingan teknis  P4GN di bidang pemberantasan melalui

intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas  melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan,

penindakan dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan

teroorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,

prokursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan

alkohol dalam wilayah kerjanya dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan
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interdiksi kepada Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Seksi penyidikan,

penindakan, dan pengejaran, mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kegiatan seksi penyidikan, penindakan dan pengejaran

bidang pemberantasan;

2) melakukan inventarisasi,  identifikasi,  analisis data,  perhitungan bahan

informasi Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan

prekursor narkotika;

4) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang

terkait dengan tindak pidana narkotika  dan prekursor narkotika;

5) Pelimpahan berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

serta tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana

narkotika dan prekursor narkotika kepada penuntut umum;

6) Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka interdiksi daerah rawan

peredaran gelap narkotika;

7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:

PER/03/V/10/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

tersebut maka jelaslah bahwa dalam pemberantasan tindak pidana narkotika maka

BNN melakukan koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan pihak kepolisian.
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C. Faktor-Faktor Penghambat Koordinasi Antara Penyidik Badan
Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Penyidik Polri Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Bandar Lampung

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 8), penegakan hukum bukan semata-mata

pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang

mempengaruhinya, yaitu substansi hukum, petugas, sarana dan prasarana,

masyarakat dan kebudayaan. Faktor-faktor penghambat koordinasi antara

Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Penyidik Polri Dalam

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Bandar Lampung, adalah

sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Faktor perundang-undangan atau substansi hukum dapat menghambat upaya

penyidik BNN Provinsi Lampung dalam menanggulangi tindak pidana

narkotika adalah adanya ketentuan yaitu Pasal 183 KUHAP, dalam hal

menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
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Menurut keterangan Rusfian Effendy, sesuai dengan Pasal 184 maka BNN

Provinsi Lampung harus mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya dua dari

lima alat bukti sah yaitu : (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c).

Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum

sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa Penyidik BNN

Provinsi Lampung dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika

terkadang tidak dapat mengumpulkan semua alat bukti yang sah tersebut, baik

berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

terdakwa (Pasal 184 KUHAP), namun demikian penyidik berusaha secara

maksimal untuk melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penyidik BNN Provinsi

Lampung harus dapat bekerja secara optimal dalam mengumpulkan minimal

dua dari lima alat bukti yang diatur dalam KUHAP tersebut.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran

adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap

lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa,

terlihat serta harus diaktualisasikan.
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Faktor aparat penegak hukum yang menghambat upaya penyidik BNN

Provinsi Lampung dalam menanggulangi tindak pidana narkotika adalah

secara kuantitas adalah masih kurangnya personil penyidik BNN Provinsi

Lampung, sedangkan jumlah tindak pidana ini cenderung mengalami

peningkatan. Penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan fungsinya

secara maksimal dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana tindak

pidana narkotika. Dengan semakin meningkatnya kinerja aparat penegak

hukum maka diharapkan angka tindak pidana tindak pidana tindak pidana

narkotika akan mengalami penurunan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa aparat penegak

hukum, dalam hal ini adalah Penyidik BNN Provinsi Lampung harus memiliki

komposisi personil yang memadai baik secara kuantitas (jumlah) maupun

secara kualitas (profesionalisme kerja). Profesionalisme kerja penyidik BNN

Provinsi Lampung ini akan sangat menentukan tingkat keberhasilan

pelaksanaan penyidikan dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika

di Provinsi Lampung.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin

menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.
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Faktor sarana dan prasaran yang menghambat upaya penyidik BNN Provinsi

Lampung dalam menanggulangi tindak pidana narkotika adalah keterbatasan

sarana berupa laboratorium forensik, sehingga apabila ditemukan barang bukti

yang perlu diuji melalui laboratorium, maka penyidik harus mengirimkannya

ke BNN Pusat. Dengan adanya sarana dan prasarana pencegahan dan

penanggulangan tindak pidana narkotika maka diharapkan dapat mendukung

kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika,

sehingga akan berdampak pada semakin menurunnya jumlah pelaku tindak

pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa faktor sarana

prasarana yang lengkap sangat diperlukan dalam proses penyidikan kasus

perdagangan gelap narkotika, sehingga kurang memadainya sarana dan

prasarana yang tersedia dapat menghambat proses penyidikan dan

menghambat penanggulangan tindak pidana tindak pidana narkotika.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat menentukan

keberhasilan penanggulangan tindak pidana tindak pidana narkotika, sebab

sarana dan prasarana tersebut akan menunjang kinerja penyidikan oleh

penyidik BNN Provinsi Lampung.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai ketertiban dalam masyarakat
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Faktor masyarakat yang menghambat upaya penyidik BNN Provinsi Lampung

dalam menanggulangi tindak pidana narkotika adalah masih adanya ketakutan

atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan

hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Ketakutan tersebut dapat

disebabkan oleh adanya ancaman dari para pelaku tindak pidana tindak pidana

narkotika yang tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap masyarakat

yang menyaksikan perbuatan mereka, terlebih para pelaku ini umumnya

adalah sindikat. Masyarakat yang takut dan tidak melaporkan adanya tindak

pidana tindak pidana narkotika ini kepada aparat penegak hukum, dapat

menghambat proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak

pidana tindak pidana narkotika.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa masyarakat

diharapkan memiliki kepedulian dan keberanian dalam melaporkan apabila

terjadi tindak pidana narkotika maka diharapkan pelaku akan semakin sulit

untuk melakukan kejahatannya. Penjelasan di atas menunjukkan peran serta

masyarakat secara aktif akan sangat mendukung keberhasilan proses

penegakan hukum, sebab dengan semakin aktifnya dukungan dari masyarakat

maka akan semakin optimal pula upaya penanggulangan terhadap tindak

pidana narkotika.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
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banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

Faktor budaya yang menghambat upaya penyidik BNN Provinsi Lampung

dalam menanggulangi tindak pidana narkotika adalah adanya sikap

individualisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga mereka

bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan apabila menjumpai atau

mengetahui adanya pelaku tindak pidana tindak pidana narkotika.

Masyarakat yang tidak peduli dengan bahaya tindak pidana narkotika akan

menjadi penghambat sebab apabila sikap individualisme dan tidak peduli telah

menjadi bagian dari budaya masyarakat kota pada khususnya, maka

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan

mengalami hambatan karena kurangnya partisipasi atau dukungan dari

masyarakat yang telah memiliki nilai-nilai individualisme dalam kehidupan.

Hal ini berarti bahwa sistem kebudayaan yang baik akan sangat berpengaruh

pada terciptanya tatanan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa apabila

masyarakat pedul dan tidak individualis maka akan terbentuk suatu

mekanisme kontrol sosial yang kuat dari masyarakat dalam rangka

mengantisipasi terjadinya potensi tindak pidana tindak pidana narkotika.

Budaya masyarakat yang mendukung kinerja aparat penegak hukum adalah

kebudayaan yang terlahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai

negara yang menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban dalam kehidupan

sehari-hari.
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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan

penyidik polri dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Kota Bandar

Lampung dilaksanakan dengan cukup optimal, yang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di mana dalam

melaksanakan penyidikan dilakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian

dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, yaitu dalam proses

penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap

penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.

2. Faktor-faktor penghambat Koordinasi antara Penyidik Badan Narkotika

Nasional Provinsi Lampung dan penyidik polri dalam penanggulangan tindak

pidana narkotika di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Faktor substansi hukum, yaitu penyidik BNN Provinsi Lampung dalam

mengungkap kasus tindak pidana narkotika terkadang tidak dapat

mengumpulkan semua alat bukti yang sah dalam penyidikan kasus tindak
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pidana narkotika, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan terdakwa

b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas adalah masih

kurangnya personil penyidik Penyidik BNN Provinsi Lampung, sedangkan

jumlah tindak pidana ini cenderung mengalami peningkatan.

c. Faktor sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya laboratorium forensik,

sehingga apabila ditemukan barang bukti yang perlu diuji melalui

laboratorium, maka penyidik harus mengirimkannya ke BNN Pusat.

d. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan

masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap

pelaku penyalahgunaan narkotika.

e. Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan

masyarakat perkotaan, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh dan

tidak memperdulikan apabila menjumpai atau mengetahui adanya pelaku

penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dioptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektoral

terkait dalam pengawasan, pengendalian ketersediaan, pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana narkotika.

2. Sarana dan prasarana penunjang penyidikan seperti laboratorium khusus

narkotika hendaknya direalisasikan dalam rangka meningkatkan kualitas

penyidikan.


